
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

,Haryanto, MM
1 991 031 001

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
SOP Penetapan tt&fiBgJg,Wffh iran Daftar

I nform asi vano*dTK6cual i kan

Dasar Hukum Kuallllkael oelaksana
1 . Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan lnformasi Pubtik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik

4. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik
5. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik
6. Permentan No.45 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Pelatihan Lingkup BPPSDMP
7. Permentan No.32/Permentan/OT.1401612011 Tentang Penjelasan dan Pelayanan lnformasiPublik
di lingkunqan Kementerian Pertanian

1. Menguasai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP
2. Mampu menganalisa suatu informasipublik

3. Bisa mengoperasikan komputer

Keterkaltan Peralatan/perlenq ka pan
1. SOP Bidang lT
2. SOP Pelayanan lnformasi
3. SOP Permohonan lnformasiPublik

1. TOR/ROI(DIPA
2. Berkas Kelengkapan
3. Komputer dan perlengkapannya
4. ATK

Perinqatan Pencatatan dan oendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kesiatan Penqelolaan lnformasi Publik tidak berialan dengan baik



Penetapan dari Pemuktahiran Daftar lnformasi yang dikecualikan

No. Kegiatan

Mutu Baku

Output Ket,
Petugas PPID

PPID

Pembantu

Pelaksana

PPID Pelaksana Atasan PPID Kelengkapan Waktu

1 Mengumpulkan informasi yang telah dinyatakan

rebagai informasi yang dikecualikan C@ Agenda Kerja t hari Dokumen

Memberikan masukan atas dasar hukum yang

dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan

informasi,
Dokumen t hari Dokumen

3 Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum

yang dijadikan dasar pengecualian, Konsinyasi

pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan

Dokumen t hari Dokumenserta merumuskan dan membahas dasar hukum

yang dijadikan dasar pengecuallan informasi

\4emberi pertimbangan pengubahan dasar hukum

yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk

embar pengubahan informasi yang dikecualikan, -l Draf Lembar Pengubahan lnformasi yang

Dikecualikan
t hari

Draf Lembar

Pengubahan

lnformasi yang

Dikecualikan

Menetapkan Pengubahan lnformasi yang

dikecualikan dalam bentuk Penetapan,
Keputusan t hari Keputusan

Membuat laporan pengubahan informasi yang

dikecualikan. 13 Laporan t hari Laporan

Vlendokumentasikan pengubahan informasi yang

Jikecualikan
(ilr Laporan t hari Laporan


